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ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, jadi melindungi anak sama dengan
melindungi bangsa. Anak dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan. Ketika seorang anak
berhadapan dengan hukum, ia menghadapi kekuasaan publik yang memiliki kewenangan berupa upaya paksa
yang membatasi bahkan merampas sejumlah hak anak demi menjaga ketertiban umum, hal ini bisa berdampak
bagi perkembangan anak. Permasalahan yang dibahas penulis adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap
anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dan bagaimana
pertanggungjawaban anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin IImu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian
dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian
Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum apa saja yang terhadapkan untuk anak yang
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dari anak di
bawah umur yang melakukan pembunuhan berencana. Pertama,Perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku
tindak pidana pembunuhan ada di UU Sistem Peradilan Anak pasal 3. Kedua,. Bahwa pertanggungjawaban
pidana anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur
dalam Kitab UU Hukum Pidana dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila
benar terbukti bahwa anak (di bawah umur) melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses persidangan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 sedangkan hukumannya adalah
Y (satu perdua) dari hukuman orang dewasa, dan paling lama 10 tahun.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Anak, Pertanggungjawaban Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan

ABSTRACT

Children are the nation's next generation and development, so protecting children is the same as
protecting the nation. Children can become perpetrators in the crime of murder. When a child is faced with the
law, he or she faces public power which has the authority in the form of forced efforts to limit and even take
away a number of children's rights in order to maintain public order, this can have an impact on children's
development. The problem discussed by the author is how legal protection for minors who commit premeditated
murder. And what is the responsibility of minors who commit premeditated murder.

The scope of this research is in the discipline of Law Science, so this research is part of literature Law
Research, namely by examining library materials or what is called Normative Legal Research, which is
research conducted by examining library materials or secondary data.

The results of the study show what legal protections are faced for children who commit premeditated
murder and what are the criminal responsibilities of minors who commit premeditated murder. First, legal
protection for children as perpetrators of the crime of murder is in Article 3 of the Juvenile Justice System Law.
Whereas the criminal responsibility for a minor who commits murder is in accordance with the provisions
stipulated in the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. If it
is true that it is proven that the child (under age) has committed the crime of murder then the trial process is in
accordance with the provisions stipulated in Law No. 11 of 2012 while the sentence is % (one half) of the adult
punishment, and a maximum of 10 years.
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